
GERECHTIKEIT  JOURNAL 
Vol 01, No. 02, 2024, pp. 32-36 

https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikieit 
©International Academic Research Center 
 

                     e-mail: gerechtikiet@inacexter.com 

Hukum Islam Sebagai Alat Transformasi Sosial : Tinjauan 
Sosiologi Hukum Islam 

 
Ujang Jejen Mulyanto1* 

1Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia 
* Corresponding Author : ujangjejen291002@gmail.com  

  

Abstrak : Hukum Islam memainkan peran strategis dalam membentuk tatanan sosial. Sebagai sistem 
hukum yang bersumber dari wahyu ilahi, hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara individu 
dengan Tuhan (hablum minallah), tetapi juga hubungan antarindividu (hablum minannas). Dengan 
berinteraksi dengan norma, nilai, dan budaya masyarakat, hukum Islam memiliki potensi yang signifikan 
untuk memengaruhi transformasi sosial melalui prinsip-prinsip seperti keadilan, kesejahteraan, dan 
keseimbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran transformasi hukum Islam dalam 
menghadapi tantangan kontemporer melalui lensa sosiologi. Kajian ini meneliti bagaimana prinsip-prinsip 
hukum Islam beradaptasi dengan perubahan masyarakat sambil mempertahankan nilai-nilai ilahiah yang 
mendasarinya. Penelitian ini juga mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan relevansi hukum Islam 
dalam konteks modern, dengan menekankan perannya dalam mendorong keadilan dan kesetaraan. 
Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengacu pada sumber primer dan sekunder, 
termasuk tinjauan pustaka dari buku, jurnal, dan referensi daring. Pendekatan ini memfasilitasi analisis 
mendalam tentang hukum Islam sebagai sistem dinamis yang mampu memandu transformasi sosial. 
Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam, dengan fleksibilitasnya melalui ijtihad, qiyas, dan 
istihsan, tidak bersifat statis tetapi berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Melalui 
perspektif sosiologis, kajian ini menyoroti peran ganda hukum Islam sebagai alat kontrol sosial dan 
penggerak transformasi nilai. Meskipun menghadapi tantangan seperti keberagaman budaya dan 
globalisasi, hukum Islam tetap menjadi instrumen yang kuat untuk mencapai keadilan, kesetaraan ekonomi, 
dan harmoni sosial. 
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Pendahuluan 

Hukum Islam memiliki peran yang strategis dalam membentuk tatanan kehidupan 
masyarakat. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu ilahi, Hukum Islam tidak hanya 
mengatur hubungan individu dengan Tuhannya (hablum minallah) tetapi juga mengatur 
hubungan antar manusia (hablum minannas). Dalam konteks sosial, Hukum Islam tidak berdiri 
sendiri, melainkan berinteraksi dengan norma, nilai, dan budaya masyarakat tempat ia 
diterapkan. Hal ini menempatkan Hukum Islam sebagai salah satu instrumen yang berpotensi 
kuat untuk memengaruhi perubahan sosial.   

Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah merupakan aturan dan tatanan 
ilahi yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Namun, kedua sumber 
ini memiliki cakupan yang terbatas. Sementara itu, perubahan sosial dan berbagai permasalahan 
yang muncul di masyarakat terus berkembang, sehingga menuntut adanya kepastian hukum. 
Banyak persoalan hukum yang tidak pernah terbayangkan pada masa lalu, kini muncul dan 
berkembang dengan cepat di era kontemporer. Al-Qur'an sebagai wahyu telah selesai diturunkan, 
dan sunnah tidak lagi bertambah karena Rasulullah Saw. telah wafat. Akibatnya, tidak semua 
persoalan kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun sosial, yang membutuhkan 
kepastian hukum, dapat secara eksplisit ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw.  

Sosiologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan serta pengaruh berbagai fenomena sosial 
dalam aktivitas masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam sosiologi bersifat empiris dan 
observatif, menjadikannya elemen penting dalam proses pengumpulan pengetahuan. Fokus 
utama sosiologi adalah fenomena sosial yang melibatkan manusia sebagai aktor sosial. Sementara 
itu, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan 
masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai 
sekumpulan aturan normatif tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial dalam sebuah 
komunitas.\n\nTujuan utama sosiologi hukum adalah memahami bagaimana hukum diterapkan 
dalam masyarakat, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, dan 
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memprediksi sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sistem hukum 
idealnya mencerminkan sistem sosial, meskipun hubungan ini bersifat kompleks karena 
melibatkan interaksi timbal balik. Pemikiran seperti yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto 
menyoroti analisis empiris hubungan antara hukum dan fenomena sosial, sementara Thomas 
Hobbes menekankan peran negara dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Pentingnya 
sosiologi hukum terletak pada kemampuannya memastikan bahwa hukum yang dirancang sesuai 
dengan aspirasi masyarakat, bukan hanya mencerminkan kepentingan sepihak. Dengan demikian, 
hukum dapat menciptakan keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. 

Transformasi sosial merupakan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, budaya, 
dan pola interaksi di masyarakat. Dalam proses transformasi ini, Hukum Islam dapat bertindak 
sebagai penggerak untuk mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan 
berkeadaban. Dalam banyak kasus, penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam seperti keadilan 
(‘adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun) telah terbukti mampu menjadi 
solusi dalam mengatasi problematika sosial, ekonomi, dan politik.  Pendekatan sosiologi hukum 
memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami peran Hukum Islam dalam 
transformasi sosial. Sosiologi hukum menitikberatkan pada interaksi antara hukum dan 
masyarakat, termasuk bagaimana hukum mampu menciptakan perubahan atau menyesuaikan 
diri dengan dinamika sosial. Dalam perspektif ini, Hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai 
kumpulan aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem yang hidup dan beradaptasi dalam konteks 
sosial tertentu.   

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan 
pandangan Moleong (2008), penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan data yang berbentuk 
deskripsi, baik berupa teks tertulis, ucapan, maupun perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini 
dirancang untuk mendalami berbagai makna, konsep, karakteristik, fenomena, simbol, atau 
gambaran peristiwa secara alami dan menyeluruh. Pendekatan ini menggabungkan berbagai 
metode dan hasilnya disajikan dalam bentuk narasi (Yusuf, 2014). Penulis menilai bahwa 
pendekatan kualitatif sangat relevan untuk penelitian ini karena mampu menganalisis data secara 
mendalam. Metode deskriptif digunakan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data 
tersebut diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup analisis terhadap buku, jurnal, serta 
sumber daring yang memuat teori dan pandangan para ahli hukum Islam yang berkaitan dengan 
fokus penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk menyusun perspektif baru yang sesuai 
dengan dinamika perkembangan praktik pinjaman online dalam masyarakat, dalam konteks 
peran Hukum Islam sebagai alat transformasi sosial.  
 

Hasil dan Pembahasan  
Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, 

memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam 
kehidupan manusia. Prinsip-prinsip fundamental ini menjadikan Hukum Islam bukan hanya 
sebagai aturan legalistik, tetapi juga sebagai alat yang mampu mendorong perubahan sosial secara 
progresif. Transformasi sosial mengacu pada perubahan signifikan dalam struktur masyarakat, 
termasuk nilai, norma, dan praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Hukum Islam dapat 
berfungsi sebagai katalis yang memberikan panduan etis dan hukum untuk menavigasi perubahan 
tersebut.Seiring waktu, masyarakat selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Masalah-
masalah yang muncul dalam kehidupan modern sering kali tidak terbayangkan pada masa 
turunnya wahyu. Meski demikian, Hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan 
realitas sosial yang berubah melalui ijtihad, qiyas, dan prinsip istihsan (pertimbangan 
kemaslahatan). Dengan demikian, Hukum Islam tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, 
mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai ilahiah yang terkandung 
di dalamnya. 

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu sosial berfokus pada hubungan antara hukum dan 
masyarakat. Pendekatan ini melihat hukum sebagai institusi yang tidak berdiri sendiri, melainkan 
berinteraksi dengan struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam 
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konteks Hukum Islam, sosiologi hukum membantu memahami bagaimana hukum tersebut 
diterapkan, diterima, dan berfungsi di tengah masyarakat yang terus berubah. Melalui perspektif 
sosiologi hukum, dapat dilihat bahwa Hukum Islam tidak hanya berperan sebagai alat 
pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan perubahan sosial. Misalnya, 
penerapan zakat dalam Islam bukan hanya bertujuan sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai 
mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini menunjukkan 
bagaimana Hukum Islam dapat memengaruhi struktur sosial secara langsung. 

Salah satu aspek penting dari peran Hukum Islam adalah kemampuannya dalam 
mentransformasi nilai-nilai dalam masyarakat. Ketika suatu masyarakat dihadapkan pada praktik-
praktik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, Hukum Islam dapat menjadi 
pedoman untuk mereformasi nilai-nilai tersebut. Sebagai contoh, larangan riba dalam Islam tidak 
hanya bertujuan untuk mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga untuk menciptakan sistem 
keuangan yang lebih adil dan humanis. Proses transformasi nilai ini sering kali melibatkan 
reinterpretasi teks-teks hukum Islam agar sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Ulama 
dan cendekiawan Muslim memainkan peran penting dalam proses ini melalui ijtihad, yang 
memungkinkan Hukum Islam tetap relevan dalam berbagai situasi. Dengan demikian, Hukum 
Islam tidak hanya menjadi warisan normatif, tetapi juga instrumen untuk mentransformasikan 
masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. 

Meskipun Hukum Islam memiliki potensi besar sebagai alat transformasi sosial, 
implementasinya tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utama adalah keberagaman budaya, 
tradisi, dan sistem hukum di berbagai wilayah. Dalam masyarakat yang pluralistik, penerapan 
Hukum Islam sering kali menghadapi resistensi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 
lokal atau hukum positif yang berlaku.Selain itu, modernisasi dan globalisasi telah membawa 
tantangan baru yang memerlukan respons hukum yang cepat dan adaptif. Misalnya, praktik 
pinjaman online dengan bunga tinggi menjadi isu sosial yang membutuhkan kepastian hukum. 
Dalam hal ini, Hukum Islam dapat menawarkan alternatif yang berbasis pada prinsip keadilan dan 
kesejahteraan bersama. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada 
kemampuan para pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, 
untuk memformulasikan hukum yang relevan dan dapat diterapkan. 

Supaya Hukum Islam dapat berfungsi secara efektif sebagai alat transformasi sosial, diperlukan 
beberapa strategi: 

1. Peningkatan Kapasitas Ijtihad. Ulama dan akademisi Muslim perlu terus mengembangkan 
kemampuan ijtihad yang responsif terhadap permasalahan kontemporer tanpa mengabaikan 
esensi syariat. Dengan ijtihad yang progresif, berbagai persoalan baru yang muncul dalam 
masyarakat dapat diatasi secara tepat dan relevan. 

2. Pendidikan dan Sosialisasi. Pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai universal dalam 
Hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, perlu ditingkatkan melalui 
pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan agar prinsip-prinsip 
Hukum Islam dapat diterima dan diaplikasikan secara luas di berbagai lapisan masyarakat. 

3. Kolaborasi dengan Hukum Positif.  Integrasi prinsip-prinsip Hukum Islam ke dalam sistem 
hukum nasional harus dilakukan melalui pendekatan inklusif yang menghormati pluralitas 
masyarakat. Hal ini memungkinkan Hukum Islam berkontribusi pada tatanan hukum yang 
lebih adil dan berkeadaban tanpa menimbulkan konflik dengan hukum yang berlaku. 

4. Pendekatan Kontekstual.  Keberagaman budaya dan tradisi lokal perlu diakomodasi dalam 
penerapan Hukum Islam, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan ini 
memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat diterima dalam konteks sosial yang 
beragam 

Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai isu kontemporer 
yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Masalah-masalah seperti keadilan 
ekonomi, lingkungan hidup, dan etika digital memerlukan pendekatan hukum yang baru dan 
relevan. Sebagai contoh, dalam isu lingkungan hidup, prinsip Islam tentang "khilafah" atau 
kepemimpinan manusia di bumi dapat menjadi dasar bagi kebijakan hukum yang berorientasi 
pada pelestarian lingkungan. Selain itu, dalam konteks digital, muncul berbagai tantangan baru 
seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan etika penggunaan teknologi. Hukum Islam 
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dapat memberikan landasan normatif yang kuat untuk merumuskan aturan-aturan yang 
melindungi hak asasi manusia sambil memastikan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, 
Hukum Islam tidak hanya relevan untuk isu-isu tradisional tetapi juga dapat berkontribusi secara 
signifikan dalam menangani permasalahan modern. 

 
Kesimpulan 

Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, 
memiliki potensi besar sebagai alat transformasi sosial. Dengan prinsip keadilan, keseimbangan, 
dan kemaslahatan, Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legalistik tetapi juga 
sebagai panduan etis untuk menghadapi perubahan sosial dalam masyarakat. Fleksibilitas Hukum 
Islam memungkinkan adaptasi terhadap tantangan zaman melalui mekanisme ijtihad, qiyas, dan 
istihsan tanpa kehilangan esensi nilai ilahiah.  Melalui perspektif sosiologi hukum, hubungan 
antara hukum dan masyarakat menjadi lebih terarah, dengan Hukum Islam tidak hanya berperan 
sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen transformasi nilai. Praktik seperti 
zakat dan larangan riba membuktikan bagaimana Hukum Islam mampu memengaruhi struktur 
sosial secara langsung, menciptakan keadilan ekonomi, serta memperkuat kesetaraan sosial.  
Namun, implementasi Hukum Islam menghadapi tantangan besar, terutama di masyarakat yang 
pluralistik dengan keberagaman budaya dan sistem hukum. Modernisasi dan globalisasi juga 
menghadirkan isu-isu baru yang memerlukan respons hukum yang cepat dan relevan. Meski 
demikian, strategi seperti peningkatan kapasitas ijtihad, pendidikan masyarakat, kolaborasi 
dengan hukum positif, dan pendekatan kontekstual dapat membantu Hukum Islam tetap relevan 
dan efektif sebagai alat transformasi sosial.  Pada akhirnya, Hukum Islam tidak hanya berfungsi 
dalam tataran normatif tetapi juga mampu menghadirkan solusi untuk isu-isu kontemporer, 
seperti keadilan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan etika digital. Dengan strategi yang tepat 
dan dukungan para pemangku kepentingan, Hukum Islam dapat menjadi instrumen yang kokoh 
untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkeadaban di era modern. 
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